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EMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

: ‘ngadllan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentuE pada; tlngkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai
Gugatantara 3 e : %

MAHNUN Binti JUMAH LH umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Santong Rt. 01 Rw. 08
Desa Dalam Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai Penggugat,

4 : ' LAWAN

ISNAINI Bin M. Y]USUF umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP

pekerjzaan S,wavsta,k temp_at tmgg-al Dusun Santong Rt. 01 Rw. 08 Desa Dalam,

Kecamatan :Alas,'Kabupaten Sumbawa, sebagai Tergugat:

'Pengadllan Agama tersebut
‘ _:Telah membaca dan mempelajan berkas perkara;

"Telah mendengar keterangan keterangan di muka sidang;

" .1+ DUDUK PERKARA

i Menifhbang, bahwa :Pehggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19
Janyafri'f201‘6*yang telah. terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa
Besfar nom‘dr;. OO87/Pdt.G/2016/I5A.Subf"mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I Bahw-a?pada'?'tanggal fOS’.‘JuIi:‘ 2012 Penggugat dengan Tergugat melangsuhgkan
pernikahian .di Alas ‘Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari-Kutipan
Akta’-Nikah- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Keoamatan Alas Kabupaten Sumbawa nomor. 198/15/V1i/2012
tertanggal 08 JuI| 2012 1

2. Bahwa setelah nlkah lantara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang
tua penggugat selama kurang Ieblh 2 tahun, kemudian penggugat berangkat ke
Arab Saudl atas ijin tergugat s}elama 1 tahun dan pulang tahun 2015 sudah tidak
kumpul ‘dengan terglgat; 1 O

3. ‘Bahwa: 'selama permkahanlftersebbt penggugat dengan tergugat telah-hidup

rukun‘sebagaimana layaknya! suami istri namun belum dikaruniai anak;
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‘ berp|sah tempat tmggal kurang Iebxh 1 tahun lamanya, dan selama itu pula
: tergugat tldak pernah memberlkan nafkah lahir batin kepada penggugat;

6. Bahwa dengan kejadlan tersebut rumah tangga antara penggugat dengan
_tergugat sudah tfdak dapat‘ drbma dengan baik sehingga tujuan perkawinan untak
membentuk rumah tanggawyangisakmah mawaddah dan rahmah sudah: sulit
’dlpertahankan fagi; dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar

; norma hukum dan norrma agama ‘maka perceraian merupakan alternatif terakhir
f bag| penggugat untuklmenyelesalkan ‘permasalahan penggugat dengan tergugat;

7. Bahwa untuk mememuhr pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun™ 1975
apablla "gugatan’ penggugat dlkabulkan maka penggugat mohon agar
bPanttera/Sekretarls Pengadllan Agama Sumbawa Besar mengirimkan -salinan
butusamperkaraklm yang telah'mempunyai kekuatan hukum tetap kepada:Kantor
Urusan Agama Kecannatan Alds untuk dilakukan pencatatan pada sebuah daftar
yang: dlperuntukkan untuk kbpentmgan tersebut; IR

8. Barhwa penggugat sahggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat:perkara

lﬂl‘ dertoeiriar

Berdasarrkan‘ alasan/dalll d’alll i atasL penggugat mohon agar Ketua Pengadllan
Agama: SumbawarBesar 'segera; memerlksa dan mengadili perkara ini selamutnya
men]atuhkan putusam yang 'amarhya berbuny| '
PRIMER. ] ’

,ulkan gugatan Pehggugai

2. Menjatuhkan thalak satu ba |n suéhré tergugat atas penggugat;

menglrlmkan séllhan putusan yang‘telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawal PenCatat leah Kecématan setempat untuk mencatat perceralan

“pod

BRI
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i :ndapat lain, mohon perkara ini dlputus
”;aequo et bono); o

Menrmbang bahwa majehs haklm telah menasehati penggugat agar dapat
rukun kembah dengan tergugat sebagal upaya mendamaikan antara penggugat dan
tergugat namun tidak berhasn ?

Memmbang bahwa selanjutnya: dlbacakan surat gugatan Penggugat yang
xsmya tetap dlpertahahkan olel‘§ p|hak Penggugat ,
Caihe leemmbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut tergugat: tidak
membenkan Jawaban karena tergugét tldak pernah hadir di muka sidang;
T .l! Memmbang bahwa untuk memperkuatf dalil gugatannya, pihak Penggugat
telah mengajukan buktl surat(berupau it 'f : :: T e
1 Fotokopl Kartu Tanda« Penduduk atas nama Mahnun NIK. 5204055706890002
tertanggal Ak 02 v2013 yahg telah dlcocokkan dengan aslinya dan bermeterai
Cukup (buku P1) S rE v A L
2. Fmtokopl Kutlpan Akta Nikah: yang diterbltkan Kantor Urusan Agama Kecamatan
AﬂastKabupaten tSumbawa Nomor 198/15N|I/2012 tertanggal 08 Juli 2012 yang
telah‘ dicocokkan derigan aslmya rjan bermeterau cukup (bukti P.2);

Memmbang; =bahwa fselam <bukt|r

frat -surat tersebut, Penggugat juga
menghédlrkan sak3| saksi sebagai benkut | '

\u-

1 Badrmlbm Mahrm umur90:: tahun agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu

bertempat tmggal divRt. :01.Rwyi 08 !DesauDalam Kecamatan Alas, Kabupaten
: 'E:Sumbawa SaKSI ‘tersebut memberlkan keterangan di bawah sumpahnya yang
o pada pokoknya' sebagal berikut ;. ¢ f;z" i

:Bahwa lsaKSh ‘mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
tetangga penggugat E T D

itBahwai! Penggugat dan Tergugat édalah pasangan suami isteri sah yang

: 'Uelum dikaruhiai anak:. o 23%;., ‘:},‘x,'
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ra‘ penggugat dengan tergugat adalah
kan serta tergugat tidak bertanggung

gat pulang malam dalam k‘eadéé‘h
adi gaduh; L

berpisah tempat tinggal selama kuré_n'g

ahwa p ak‘ eluarga‘ _elah berusaha merukunkan penggugat dan- tergugat

ragar dapat kembah berumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa selama perplsahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah
dan tidak: pernah memperdullkan penggugat

2. Putrad: bin - Moh' Mansu‘r ;umur; 31 tahun agama lIslam, pekerjaan Petani,

bertempat tmggal dl Rt,.01 Rw. 08 Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten

_Sumbawa 8 ‘zz-'-j:::'( W

Saksi- tersebut membernkan keterangat

idi bawah sumpahnya yang: pada
pokoknya sebaga| berlkut g r,:'f o |
- Bahwa SaKSI mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tetangga
penggugat 1 ! | a,

‘:Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah yang belum

dikardniai: anak ‘ o

- Bahwa sejak awal tahun 2015‘rumah tangga penggugat dan tergugat sudah
tidak: - harmoms karewna penggugat dan tergugat sering berselisih dan
bertengkan R TV D ‘;:s:‘.’ '

-Bahwa penyebab pertengkaran dan:perselisihan penggugat dengan tergugat
I adalah karena tergugat tidak bertanggung jawab terhadap ekonomi rumah
tangga serta tergugat suka mabuk mlabukan

: xBahwa penggugat dan tergugat telah berplsah tempat tinggal selama kurang
[ebih:satu tahun VLT ,"!j“ Ponn e .

- Bahwa selama perpnsahan tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah

lahlr batln kepada penggugat; i '

St

Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah
tangga namun-tidak berhasrl

Menlmbang bahwa: tpikak - Penggugat membenarkan keterangan para saksi

penggugat serta tidak keberatan

b ek l';"’fﬁ’f‘l‘ b

SN TR I £

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

_ Memmbang bahwa plhak Penggugat telah menyampaikan kesmpulan
secara Ilsan yang pada pokoknya‘;plhak Penggugat tetap pada gugatannya;

m‘mpersmgkat uraian putusan ini, culgupflah

Ilan:‘men , cara perkara ini, yang untuk selanjuthya
dlanggap termuat dan menjad baglan’dan putusan ini; L

:-PERTIMBANGAN HUKUM

Menlmbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah
sebagalmana tersebut dlatas '
Memmbang bahwa sebc?lurn mempertfmbangkan secara menyeluruh materl

perkara balk [aspek formll maupun _aspek materiil,  terlebih dahulu

mempertlmbangkan dua,: aspek hukum mendasar dan prinsip, yakni aspek
kewenangan (kompetensv) Iembaga peradllan agama dan aspek kedudukan hukum
(Iegal standmg) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Memmpa_ng béhwé berkaltan aspek hukum yang pertama tentang
kewenangan (kompetensn) Iembaga peradllan agama dalam hal ini Pengadllan
Agama Sumbawa Besar dlpertlmbangan darl dua sisi kewenangan yakni
kompetensn absolut dan kompetensu relatif

Menimbang, -bahwa  berkenaan kompeten3| absolut, berdasarkan Undang-
Undang Nomor.7 Tahun 1989 yang dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
50 Tahun 2009 sesua1 dengan ke’tentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini
menyangkut brdang perkawmaniantara orang yang beragama Islam, secara
kompetensn absplut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

e Memmbang bahwa dah seg'l kompetensu relatif, oleh karena perkara: .ini
termasuk - Jems perkara‘ceral gugat :gesuai ‘ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-
Undang Nomor:7 :Tahun 11989 harus dlajukanfdltempat tinggal penggugat (|sten) dan
tempat rtinggal - penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama
Sumbawa ‘Besar denngm. dermikian IP.engadllan Agama Sumbawa Besar secara
kompetensi relatif. berwenang untuk méme‘riksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahw}asmengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum
(legal standing) penggugat,: yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai

istefi’ tergugat, ‘sehingga “mempunyai ‘wewenang melakukan tindakan hukum
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i
I

’ :untuk r‘nengajukan gugatan perceraian terhadap

altannya dengan materi perkara dengan adanya

' telah berusaha secara maksimal sebagalmana

y Memmbang bahwa sebelum mempertlmbangkan lebih lanjut mengenai pokok
perkara ini, guna memperjelas alur plknr dan mengkonstruksi arah pertlmbangan
hukum leb[h lanjut, ; “terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan
penggugat.y.akm dalil -dalil gugatan‘c"er'al dari penggugat merupakan rangkaian-dalil
yaing‘pa'da pokoknya: mérﬁ;inta agar paenggu'gat,diceraikan dari tergugat;

| Menirhbang bahwa étéS‘ g‘u‘gatan ‘dafi'penggugat tersebut tergugat: tidak
memberikan: Jawaban ‘kareha: tergugat t|dak»pernah hadir di muka sidang;

i xMemmbang bahwa oleh karena tergugat tidak memberikan jawaban atas
gugatan penggugat .maka tergUgat‘dnanggap secara diam diam telah mengakui.dan
membenarkan dalil” dalil gugatan rpenggugat dengan demikian dalil dalil gugatan
penggugat dianggap sebagal suatu. fakta yang tetap

 ‘Menimbang;:~bahwa:i mesklpun dalit” dalil gugatan penggugat dianggap
sebagaf suatu.faktatyang tetap namun majells tetap mewajibkan adanya bukti bukti
di persidangan guna menghlndan adanya kebohongan dalam perkara perceraian;.
%;';:, ‘Menimbang, “bahwa ..gunal pweneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat
telah mengajukan alat bukti tuhs Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai cukup
merupakan ‘akta otentlklyang !berdaya buktiisempurna dan mengikat yang memberi
buktl peﬁggugat dary tergugat: sebagal suamn |ster| sah dan kedudukan hukum (/egal
sfandmg) penggugat terbuktm P :, ‘m 1

I\/Iemmbang .bahwalalat buktl Kartu- Tanda Penduduk (P.1) yang: telah
dlbubuhl meterai: cukup’ merupakan rakta. otent|k dan berdaya bukti sempurna dan
menglkat yang. memben - bukti: penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum
Pengadilan ‘Agama’ Sumbrawa Bes'a{ yang «dari 'segl kewenangan relatif berwenang
untuk memenksa dan: meng'adph perharanya I" ' o

I\Aenrmbang bahwa selann w penggugat juga telah mengajukan saksi yakni

Badrln bin Mahrin’ dan Putradl bm,Moh Mansur

A e T ,.\".:; : 1 b
'.I’;"I("I‘Ii'f;lil LA L
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Lo
[

é’h ‘di:de'pah sidang seorang demi seorang dengan

ena itu memenuhl syarat formil saksi sebagalmana

: dan: tergugatsebagal suami isteri;

. Sakss mengetahw penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal; o

. Saksr mengetahw penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan
pertengkaran ; Gl

. Sak51I mengetahw penggugat dan tergugat s‘udah didamaikan tetapi tidak berhasil:

‘ I\/Iemmbang bahwar dan segl maten keterangannya keterangan “saksi

berdasafkan alasan dan’ pengetahuah relevan dengan pokok perkara dan sallng

bersesua|an antara yang sai*u derigan yang Ialn oleh karena itu memenuhl syarat

maternl Saksi sebagalmaﬁa diatur dalam pasal 309 R.Bg.; SRS

Menlmbang bahwa . pOkOk- pokok ketérangan saksi yang mendukung ‘dalil
gUgatan yakm sak3| mengetahun penggugat dan tergugat sudah pisah rumah, sudah
dlusahak*an ‘daniai ‘tap| ‘gagal dan” adanya [persellsman antara penggugat dengan
tergu@at ;;r:"':'i,ii, Toinrohr e b 'a:: N

IMemmbang -bahwa Ibertitik tolak - darl penilaian alat bukti, kemudian
d|hubungkan dengan pokok- pokok dalil gugatan maka dapat diketahui hasil akhir
pembluktran “atast perkara ini yang ‘dapat i dirumuskan yakni pokok dalil gugatan
penggugat telah terbuktl kebenarannya, baik kKarena tidak dijawabnya gugatan, atau
berdasarkan keterangan saksiyang: dapat :diketahui dengan ditemukannya unsur-
unsur:yang' meliputi antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal,
antara; penggugat: dengan tergugat terjadii perselisihan, dan antara penggugat
dengan tergugatlsuetah sulit dldamalkan G ‘

"% ‘Menimbang, "bahwa ‘berdasar uralan di-atas dapat dikonstatir fakta .hukum
yangipada pokoknya ‘perkara iniimenjurus pada terpenuhinya unsur-unsur ‘alasan
perceralan yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun[197z5 rjorpasal:116 huruf (f ()i Komp:la8| Hukum Islam yakni antara suami-dan
isteri Ienus menerus” terjadi perselisman dan pertengkaran dan tidak ada harapan

T R e 3 T a7 dard 12 Put, No. 0087/PdLGI2016/PA Sub,
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akan hldup rukun Iagl dala umah tangga‘ yang di dalamnya terkandung lndlkator

kategons yang dapat dsrumuskan sebaga enkut
. Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi persellsman dan

pertengkaran

u Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;

= Bahwa antara penggugatdengan te’r gat suhtdwukunkan ,
B : 3 ' a nya pertengkaran antara penggugat dan

terguga :'yang b';puncak pada perpus ‘ n' tempat tinggal antara penggugat dan

tergugat selama satu tahun hal tersebut membuktlkan hilangnya sifat perekat dalam
rumah tangga antara penggugat dan tergugat ‘ :
Menlmbang bahwa dengan adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara
penggugat dah. tergugat majelis’ berpendapat ‘antara penggugat dan tergugat tidak
dapatf menikmati-i kebersamaan dalam rumah tangga, hal tersebut menunjukkan
terklkis\nya ‘simpati masmg masing plhak terhadap pihak lainnya dan rasa: kasih
sayang: antara. penggugat dan tergugat | telah hilang;
o Memmbang bahwa' ‘KedUdukan § suaml dan isteri ibarat fungsi pakaian bagi
tubuh’ kifa, bdkan: saJa untuk mienltupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita,
tetapl Juga uhtak: melrndungl dari panas dlngmnya kehidupan, sebagaimana- Allah

mbngubaratkan dalam ' Al:Qurah Surah' iAI,Baqarah ayat 187 :
T P N SR LRI TR B SR

N

Artmya : “Kamu ada/ah paka/an bagf mereka dan mereka adalah pakaian bag/mu

{ e l\/lemmbang, bahwa berdasarkan pasa! 39 ayat (1) Undang undang nomor. 1
tanun 1974 percerasan hany@ dapat dnlakukan di depan sidang Pengadilan setelah
Pengadllan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua
belah plhak Dengan adanya upaya penasehatan pada setiap persidangan ternyata
tldak berhasn karena Penggugat tetap bersukeras untuk bercerai, Majells
berkesmpulan bahwa antara }Penggugat dan . Tergugat tidak ada harapan_ untuk
dapat rukun kembah dalam sebuah rumah tangga

| Memmbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang undang nomor 1
tahun. 1974 untuk melakukan perceralan harus ada cukup alasan bahwa antara
suami nstn rtu tidak akan dapat hldup rukun Dengan adanya pertengkaran yang
beraklbat perplsahan tempat tlnggal an’tara penggugat dan tergugat selama satu
tahun sehmgga penggugat dan tergugat tidak saling memenuhi kewajlbannya

TS P r'u i
e

A
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pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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maka perbuatan merusa ‘taU -membubarkan ikatan perkawinan dlkategorlkan
sebagal perbuatan -yang d»benCI oleh Allah sebagalmana hadits yang dlrlwayatkan

Ieh Abu Daud d :n-.Hvaklm menegaskan

i

e P A R i Jmu;,);w\;u,\_mgm\

h

Artlnya “Perbuatan halal yang sangat dlbenC| oleh Allah adalah talak”;

| Memmbang bahwa Islam memperkenankan perceraian sekalipun sebagal
hal yang amat dlbenm oléht Allah dlpandan’g sebagai obat untuk menghmdarkan
kemielut rumah’” tangga vang sudah memUncak‘dan mencekam;

Memmbang bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak
bahaya : yang febih- besarlguna mendapatkan kemaslahatan yang lebih ‘banyak,
karena mem|sahkan antara dua: orang yang terus menerus bertengkar yang. S|fatnya
sudah memuncak dan mendalam justru akan leblh baik;

I\/Iemmbang ‘bahwa, mericérmatl makna hadits yang disebutkan ' di “atas,
apabila kita m'engka i se¢ara mendalam tUJuan syariah (maqasid syariah), khususnya
mengenalzhukum munakahat kitat dapat"mengknstallsa5| nilai dasar dan ruh
perkawinar ’pada hakekathya h‘ukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan

Ty

dlbeﬂCl kecuali berdasarkan alasan yangISang‘at darurat; BRI

l\/len:rnbang bahwa darl ura|an d| atas dapat diketahui rumah tangga yang
sudah hancur berant‘akan dlnllai rnényebabkan suami atau isteri atau kedua- duanya
hldup dalam kesusahan éehlngga hldub lter'slksa dan dalam kesengsaraan "dan
konchs; kehldupan yang demlklan blsa me’nulnbulkan mudharat lahir dan batin; =~

Shwne of
; Menlmbang bahwa menutup plntu yang menyebabkan kesengsaraan dan
‘ i

e e ] T

penderltaan merupakan alternatlf”pemecahan masalah guna menghllangkan

: ,[, N

kemafsadatan

Menlmbang bahwa ‘ relevan dengan alur pikir di atas dapat merUJuk

sebuah kardah flklh yang menegaskan

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Hari kaidah fikih tersebut, walaupun

Memmbang ba W,

: dltanggun'g Iebrh besar daripada maslahat: yang
:a’tan perkawman akan diperoleh maslahat bagl

tersebut karena mudhérat ya,
dlperoleh maka memutuskan
kedua belah plhak darlpada me: o: rtahankan perkawman

f Menlmbang bahwa Majehs‘ Haklm Juga memandang perlu mengemukakan
pendapat Ahli Hukum lslam yang kemudlan diambil alih sebagai pendapat Majells
yaknl pendapat dalam Kltab Manhaj al- Thullab juz VI, halaman 346 :

' e BRI a—m‘ﬂ‘[‘\ﬂclg}m TR das)de ) aae 2l oy e
Arf/nya YApabila telah memunoak kez‘ldaksenangan seorang isteri kepada suam/nya
maka hakim (bo/eb) menceralkan suam/ istéri ity dengan talak satu’;

i ; " iMéhimbBang bahwa. T'ergugbt yang telah dipanggil secara resmi dan patut
unt*uk menghadapfd| persndangan tldak datang menghadap tanpa alasan:yang sah
menurut hukum dan Tergugat tldak pula menyuruh orang lain untuk menghadap
sebaga| kuasanya sedangkar vgugatan Penggugat tidak melawan hukum dan
beralasan oleh karena-itulberdasarkan pasal 149 Rbg Tergugat harus dinyatakan
tldak hadlr dan ‘perkara:ini patut diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula
dengan pendapat ‘Ahli Hukum lslam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat
majehs hakim sebagen berikuti s
1. Kltab Ahkam Al-Qutan jUZ II’haIaman 405 -

e o e ytang 343 Gy ol ilaall slSa Ga aSla L) Lo (e

=Art|nya l"Barang s:apaJ yang ‘dipanggil - untuk menghadap hakim muslim (d/
I ;pers:dangan) namun dia tidak. menghadap maka dia termasuk orang yang an/aya

"dan haknya menjadi gugur" IR n
2: Kltab Al-Anwar juz II"halaman 55l ‘

Syroe o Ayl slady e dage gl Hlea ol J3asa joas old
i Afrtinya*;. T "Apabila- Tergugat;; enggan; bersembunyi, atau tidak ‘ diketahui
| kéberadaahya'; maka‘tdipferbdléhkan memutus perkara tersebut berdasarkan. bukti-

' bfukt/ yang sah (dengén=pers’aksian)"" oo
i ‘ii Menimbarig, bahwa bedasarkan pertlmbangan pertimbangan tersebut di atas,
majehs berpendapat dahl dahl gugatari penggugat cukup beralasan dan telah
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ang, ahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2)>.Uhvdang-
undang nomor 7. tahun 1989 jO pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 Panltera Pengadllan berkewajiban mengirimkan salinan
putusan perceralan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat
N|kah pada Kantor Urusan Agama tempat nikah serta Kantor Urusan Agama yang
mewnayahn ternpat tlnggal penggugat dan tergugat, oleh karenanya perlu dituangkan
pula penntahﬂpenyampalan salingns putusan oleh Panitera tersebut dalam amar
putusan ini; neor o ,':a'z:h S TE?'.'.I'iE oo e T

Memmbang ‘bahwa oleh karena ‘perkara ini adalah bidang perkawinan,
berdas,arkan pasah89 ayat (1)1Undang rundang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubati terakhlr dengam Unddng undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara
dnbebankan kepada penggugatl R 1 5

(Memperhatlkan segala sketehtuan ‘peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan:hukum'Syar'i yang berkaltan dengan perkara ini;

AR R A A :g'j 'MENGADILI

I

1. Menyatakan tergugat yang ‘télah dlpanggn secara resmi dan patut, tidak hadlr

2. I\/Iengabulkan gUgatan PenégUgat dengan verstek -

3. Menjatuhkan talak sdiu ba m] shughra Tergugat (Isnaini bin M. Yusuf) terhadap
ﬁ’enggugat (Mahnun binti Jumah LH)

4 l\/lemenhtahkan képada Pamtera Pengadllan Agama Sumbawa Besar ' untuk
mengmmkan sallnan putusan yang telah ' berkekuatan hukum tetap kepada

) Pegawan Pencatat Nikah' Kan%or Urusan' Agama yang wilayahnya meliputi tempat

| Kedlaman penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama iempat perrhkahan dxlangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang
d|sed|akan untuk tu; B ]' i

5 Membebankan biaya perkara kebada Penggugat sebesar Rp. 476.000,- (erhpat

ratUSftUJUh pul.uh enam nb.u!ruplam,h

e
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tanpa had|mya Tergugat

i

i : ! .

‘:HakiméA‘ngg‘ot"a I,

H. Muhlis, S.H

Con AL i, S.Ag, M.H. Panitera Pengganti,

PerlnCIan Blava Pérkarai . W . ¢ ot
1. B|aya Pendaftaran Perkara : Rp - 30.000;-
2. quya Prqses/ATK"perkana : Rp.v 60.000;-

3.BiayaPanggilan i Rp.  180.000-
4. Redaksi R ‘ Rp. ~ 5.000,-
5. Meterai Putusan i . 1./ “Rp. " 6.000,-

Jumlah - R 476.000,-

(empar ratus tu;uh puluh enam ribu rupiah)
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